


BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling nyata namun paling tersembunyi karena terjadi di ruang privat. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok paling rentan terhadap KDRT dalam berbagai bentuk: fisik, psikis, seksual, ekonomi, hingga penelantaran. Dalam konteks hukum 
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hadir sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi korban, menindak pelaku, serta mencegah kekerasan melalui instrumen hukum yang tegas. 
Namun demikian, perlindungan perempuan terhadap KDRT dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural, sebagaimana tergambar dalam studi kasus Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn di 
Pengadilan Negeri Medan. Dalam kasus ini, seorang perempuan bernama Yeni Puspita Dewi menjadi korban kekerasan fisik dan psikis dari suaminya Johan Barus, setelah diketahui bahwa suami melakukan perselingkuhan yang bahkan menghasilkan anak dari pihak lain. Korban mengalami luka fisik seperti memar dan lecet, serta tekanan batin yang mendalam akibat penghinaan, pengkhianatan, dan ketidakadilan yang berlangsung dalam rumah tangga. 
65 
Kasus ini mencerminkan realitas yang terjadi dalam banyak rumah tangga di Indonesia, di mana perempuan yang mengalami kekerasan sering kali tidak segera melapor karena dihadapkan pada tekanan sosial, rasa malu, ketergantungan ekonomi, serta takut akan stigma negatif dari masyarakat. Di sisi lain, proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan menunjukkan bahwa peran lembaga peradilan sangat krusial dalam menentukan sejauh mana korban mendapat keadilan. Dalam kasus ini, meskipun terdakwa akhirnya dikenai sanksi sesuai Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, yaitu pidana penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp 5 juta, putusan tersebut masih menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan efek jera dan perlindungan menyeluruh terhadap korban. 
Melalui wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Negeri Medan, ditemukan bahwa sekitar 80% korban KDRT enggan melapor karena takut terhadap pembalasan pelaku, tidak memiliki dukungan keluarga, dan tidak mengetahui prosedur hukum. Selain itu, terbatasnya akses terhadap lembaga pendampingan seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) di daerah-daerah turut memperburuk situasi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun perangkat hukum telah tersedia, implementasinya di tingkat praktis masih lemah, terutama dalam hal pendampingan, perlindungan fisik, dan pemulihan psikologis korban. 
Penelitian ini juga menyoroti budaya patriarki dan budaya diam (culture of silence) yang masih mengakar kuat di masyarakat, termasuk di Medan dan komunitas adat sekitarnya. Dalam banyak kasus, kekerasan dipandang sebagai urusan internal rumah tangga yang tidak boleh diintervensi oleh pihak luar, termasuk aparat hukum. Korban dituntut untuk bersabar, menjaga nama baik keluarga, dan tidak mempermalukan suami—sebuah tekanan sosial yang menormalisasi kekerasan dan menghapus ruang aman bagi korban untuk bersuara. 
Lebih lanjut, sensitivitas aparat penegak hukum juga menjadi perhatian penting. Beberapa korban KDRT yang melapor ke kepolisian mengaku tidak dilayani dengan baik, bahkan disarankan untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Kurangnya pelatihan dan pemahaman aparat tentang perspektif gender dan dinamika korban menyebabkan banyak kasus tidak diusut tuntas atau bahkan berakhir tanpa keadilan. 
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap perempuan korban KDRT belum berjalan optimal, meskipun telah ada payung hukum yang cukup kuat. Negara melalui pengadilan dan aparat penegak hukum memang memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara, namun perlu diakui bahwa masih ada kesenjangan besar antara hukum di atas kertas dan pelaksanaannya di lapangan. 
Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap perempuan korban KDRT harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, mencakup: 
1. Penguatan sistem hukum dan implementasinya, agar aparat penegak hukum, termasuk di Pengadilan Negeri Medan, benar-benar berpihak pada korban dan memberikan keadilan substantif. 
2. Pendidikan dan penyadaran masyarakat, untuk menghapus budaya 
patriarki dan stigma sosial terhadap korban. 
3. Pelibatan tokoh adat dan agama, agar norma-norma lokal tidak lagi menutupi kekerasan atas nama kehormatan keluarga. 
4. Pemberdayaan ekonomi perempuan, agar mereka tidak bergantung sepenuhnya pada pelaku kekerasan. 
5. Peningkatan akses terhadap layanan pendukung, seperti rumah aman, konseling psikologis, bantuan hukum, dan rehabilitasi. 
Dengan sinergi semua pihak—pemerintah, aparat hukum, masyarakat, dan lembaga swadaya—perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi menjadi gerakan moral dan sosial untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, dapat disampaikan beberapa saran yang bersifat konstruktif dan komprehensif untuk berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab atau keterlibatan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya yang menyasar perempuan sebagai korban: 
1. Bagi Pemerintah dan Legislator 
Pemerintah perlu lebih aktif dan progresif dalam mengevaluasi serta memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun undang-undang ini sudah menyediakan kerangka hukum yang baik, masih ditemukan berbagai celah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan amandemen atau peraturan pelaksana tambahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, seperti peraturan tentang pendampingan hukum wajib, perlindungan saksi, serta prosedur pelaporan yang ramah dan aman bagi korban. 
Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperluas dan memperkuat keberadaan lembaga layanan, seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), serta memastikan lembaga ini memiliki anggaran yang memadai, staf terlatih, dan sistem koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum, lembaga medis, psikologis, dan sosial. 
2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) 
Aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri seperti PN Medan, perlu meningkatkan kapasitas dan sensitivitas gender dalam menangani kasus KDRT. Hal ini penting agar korban merasa aman dan didengar ketika melaporkan kasusnya. Dibutuhkan pelatihan berkelanjutan yang berbasis perspektif korban (victim-centered approach) dan kesetaraan gender, termasuk pemahaman tentang trauma dan dampak psikologis kekerasan. 
Hakim juga diharapkan untuk lebih berani memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan maksimal terhadap korban. Sanksi terhadap pelaku sebaiknya tidak hanya sebatas hukuman minimal yang bersifat simbolis, tetapi juga disertai dengan sanksi tambahan seperti rehabilitasi pelaku, larangan mendekati korban, serta pencabutan hak asuh anak jika terbukti membahayakan. 
3. Bagi Masyarakat Umum dan Tokoh Sosial 
Masyarakat memiliki peran strategis dalam memutus rantai kekerasan rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma sosial yang selama ini cenderung menyalahkan korban dan menutup-nutupi kekerasan atas nama “aib keluarga.” Masyarakat harus didorong untuk memahami bahwa KDRT bukan urusan pribadi semata, melainkan pelanggaran hukum dan kemanusiaan yang berdampak luas, terutama terhadap anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan. 
Tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama harus dilibatkan dalam edukasi publik untuk membongkar tafsir budaya dan agama yang keliru, yang selama ini justru melanggengkan kekerasan atas nama kepatuhan perempuan. Mereka bisa menjadi agen perubahan nilai sosial melalui khutbah, penyuluhan, dan keteladanan. 
4. Bagi Korban dan Perempuan Rentan 
Perempuan yang menjadi korban kekerasan perlu dikuatkan secara psikologis dan diberdayakan secara ekonomi agar memiliki kemandirian dan keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Lembaga sosial dan pemerintah harus mengembangkan lebih banyak program pemberdayaan ekonomi perempuan, pelatihan keterampilan kerja, serta dukungan psikososial agar mereka tidak terperangkap dalam hubungan yang penuh kekerasan hanya karena ketergantungan finansial atau tekanan sosial. 
Selain itu, perlu adanya peningkatan akses terhadap informasi hukum dan layanan pendampingan. Korban harus tahu ke mana harus melapor, bagaimana prosesnya, dan siapa yang bisa membantu mereka tanpa rasa takut dan malu. Untuk itu, sosialisasi hukum dan hak perempuan perlu diperluas hingga ke pelosok desa dan komunitas adat. 
5. Bagi Dunia Akademik dan Peneliti 
Lingkungan akademik memiliki peran penting dalam menghasilkan 
pengetahuan, data, dan solusi yang berbasis bukti terkait KDRT. Oleh karena itu, peneliti di bidang hukum, sosial, psikologi, dan kesehatan diharapkan dapat melakukan riset-riset interdisipliner yang mendalam tentang dinamika KDRT di berbagai wilayah dan latar belakang budaya. 
Hasil penelitian dapat digunakan untuk mendesak pemerintah dan lembaga hukum untuk memperbaiki kebijakan. Selain itu, kampus juga dapat berperan sebagai pusat layanan pengaduan, edukasi hukum, serta ruang aman bagi perempuan korban kekerasan, terutama mahasiswi dan staf akademik yang mengalami KDRT tetapi tidak tahu harus ke mana mencari perlindungan. 
Penutup Saran: 
Penanganan kekerasan dalam rumah tangga tidak akan efektif jika hanya diserahkan pada hukum formal tanpa perubahan sosial yang nyata. Diperlukan kerja sama seluruh elemen bangsa—negara, masyarakat, akademisi, dan keluarga—untuk membangun sistem perlindungan yang adil, berperspektif gender, dan menjamin martabat manusia. Ketika perempuan aman di rumah, maka bangsa akan tumbuh lebih sehat, adil, dan beradab. 
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